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ABSTRAK 

ANALISIS PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN 

(PPH) 21 DI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PESAWARAN 

OLEH : 

     PILLO ALFI FAUZAN 

Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pemungutan dan pelaporan 

pajak, khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap di Sekretariat DPRD 

Kabupaten Pesawaran. Mekanisme pemungutan dan pelaporan PPh 21 dilakukan 

untuk memberikan penjelasan mengenai bagaimana cara kerja pemungutan dan PPh 

21. Keberlangsungan mekanisme ini juga mengalami beberapa hambatan sehingga 

diperlukan suatu solusi agar tidak terjadi hal hal yang dapat menghambat proses 

pemungutan dan pelaporan. Data untuk tugas akhir ini diperoleh dengan melakukan 

pengamatan pada waktu PKL di Sekretariat DPRD Kabupaten Pesawaran mengenai 

bagaimana mekanisme pemungutan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21. 

Wawancara juga dilakukan dengan bendaharawan sekretariat dengan secara langsung. 

Data dan informasi yang diperoleh didukung dengan adanya dokumen-dokumen yang 

berkaitan dengan pemungutan dan pelaporan pajak seperti ledger gaji, billing pajak, 

bukti potong dan lainnya. Hasil pengamatan dan wawancara tersebut menunjukkan 

bahwa mekanisme pemungutan dan pelaporan PPh 21 telah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. Mekanisme tersebut diawali dengan pengecekan data pegawai, 

perhitungan PPh 21, pengiriman data, pembayaran PPh 21, pelaporan SPT Masa, 

pembuatan bukti potong dan pelaporan SPT Tahunan. Sekretariat DPRD Kabupaten 

Pesawaran bisa membuat SOP yang mengatur tentang pemungutan dan pelaporan 

pajak, saat terjadi kesalahan atau kekeliruan dapat diberi teguran agar tidak dilakukan 

kembali. 

 

Kata kunci : Pajak, Pajak Penghasilan Pasal 21, Sekretariat DPRD 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pajak penghasilan adalah pembayaran resmi yang disajikan sebagai pajak yang 

terutang dalam tahun pajak bagi mereka yang memperoleh penghasilan untuk 

kepentingan negara dan masyarakat, atau atas hasil yang diterima atau dicapai dalam 

tahun pajak. Dasar hukum pengenaan pajak penghasilan adalah Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2000 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari. Undang-undang 

tersebut merupakan gabungan dari beberapa peraturan yang sampai saat ini telah 

diatur secara tersendiri sebagaimana diuraikan di atas. Pajak penghasilan atas jasa dan 

kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam 

negeri, selanjutnya disebut PPh 21. Dalam hal kegiatan wirausaha, profesi atau 

pekerjaan yang dilakukan Wajib Pajak selama menerima penghasilan dikenai Pajak 

Penghasilan (PPh), ia dikenai pajak penghasilan. Penerimaan pajak warga negara 

merupakan kontribusi nyata bagi pembiayaan penyelenggaraan negara. Dalam hal 

membayar pajak, menjadikan pajak sebagai sumber pendapatan pemerintah yang 

paling penting tidaklah mudah. Masyarakat Indonesia harus memahami pajak dan 

cara menghitungnya agar tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan saat membayar 

pajak. Sumber daya alam terus berkurang, sehingga pemungutan pajak adalah pilihan 

yang paling penting. Mengurangi pemotongan pajak adalah cara paling efektif untuk 

meningkatkan pendapatan pemerintah. Pengurangan yang proporsional dan sesuai 
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secara administratif dapat menghasilkan pendapatan langsung yang mencakup 

sejumlah besar pembayar pajak individu dengan menyebarkan kewajiban pajak ke 

seluruh masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah sering melakukan perbaikan, 

penyesuaian dan perubahan terhadap undang-undang perpajakan saat ini yang telah 

mengalami tiga kali perubahan untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor 

pajak. Akhirnya UU PPh No. 36 Tahun 2008 diubah menjadi UU No.7 Tahun 2021. 

Perbaikan, penyesuaian dan perubahan undang-undang perpajakan terus dilakukan. 

Penyelenggaraan pemerintahan daerah memerlukan perangkat dan kelembagaan 

untuk mengelola penyelenggaraan pemerintahan daerah.   

Pajak penghasilan dibagi menjadi dua (dua) pengelompokan, yaitu menjadi pajak 

penghasilan final dan pajak penghasilan tidak final. Pajak penghasilan final adalah 

pajak penghasilan yang jumlahnya bersifat final (habis masa berlakunya), sehingga 

tidak dapat dikreditkan (dikurangi) dari pajak penghasilan yang terutang pada akhir 

tahun pajak. Pajak penghasilan final adalah pajak yang tidak lengkap atau pajak 

dihitung kembali dengan penghasilan lain untuk dikenakan tarif pajak umum pada 

saat melaporkan SPT Tahunan. Pajak penghasilan yang termasuk dalam golongan 

pajak penghasilan final adalah Pasal 4(1) dan PPH Pasal 15. Selain pajak penghasilan 

final adalah PPH Pasal 21, 22, 23, 24 dan 25. Pasal 21 Undang-Undang Pajak 

Penghasilan adalah pajak yang dibebankan kepada wajib pajak pribadi dalam negeri 

atas penghasilan yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan. Penghasilan 

ini meliputi upah, gaji, komisi, biaya dan pembayaran lain dalam bentuk apapun. 

Subyek Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh 



3 
 

 
 

oleh pegawai tetap, penghasilan yang secara teratur diterima atau diperoleh pensiunan 

sebagai pensiun atau penghasilan serupa, penghasilan dari pekerja sementara atau 

pekerja sementara, upah untuk bukan pegawai, dan lainnya. seperti tunjangan, 

penghasilan seperti uang pesangon, tunjangan pensiun, tunjangan hari tua atau 

pensiun yang dibayarkan segera, penghasilan yang diterima atau diterima oleh 

anggota Direksi atau remunerasi tidak tetap dan mantan karyawan atas jasa, 

honorarium, tip, uang jasa atau lainnya yang tidak tetap. 

Pemungutan pajak dalam Pasal 21 meliputi pemberi kerja, pengurus atau bendahara 

negara, dana pensiun, lembaga penyelenggara jaminan sosial bagi pegawai, orang 

yang menjalankan usaha atau wiraswasta, dan penyelenggara kegiatan. Pada saat 

yang sama, mereka yang tidak menerima pemotongan pajak berdasarkan Pasal 21 

adalah penerima penghasilan yang merupakan perwakilan diplomatik dan konsulat 

asing. Jadi, pencari nafkah adalah orang-orang yang didukung oleh pihak-pihak yang 

bekerja dan tinggal di Indonesia. 

Dalam menghitung PPh Pasal 21, harus dibuat ketentuan untuk menentukan dapat 

atau tidaknya penghasilan seseorang yang dikurangkan dari PPh Pasal 21 dengan cara 

mengurangkan jumlah penghasilan bersih tahunan dari jumlah PTKP (tidak kena 

pajak). . pendapatan) per tahun. Penghasilan bersih pekerja tetap yang berpenghasilan 

tetap setiap bulan terdiri dari upah dan tunjangan yang diperoleh setiap bulan 

ditambah dengan penghasilan kotor. Biaya kantor, iuran jaminan kesehatan dan 

jaminan hari tua yang dibayarkan oleh wajib pajak kemudian dipotong dari jumlah 

penghasilan bruto yang dipotong oleh pengelola dana. Untuk menghitung PTKP 

(Penghasilan Tidak Kena Pajak) dapat dihitung sebagai PTKP menurut undang-
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undang perpajakan, berdasarkan perkawinan, kekerabatan dan perkawinan. Dalam 

keadaan normal, perusahaan menghitung PPh 21 sebanyak 3 (tiga) kali setahun, yaitu 

kewajiban pajak bulanan, perhitungan pada saat THR diterima, dan perhitungan akhir 

tahun.   

1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang maka yang menjadi 

pokok bahasan atau permasalahan dalam penelitian ini adalah :  

1. Bagaimana mekanisme pemungutan dan pelaporan PPh 21 Pegawai Tetap di 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran? 

2. Apakah pelaksanaan pemungutan PPh 21 Pegawai Tetap di Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran sudah berjalan sesuai dengan 

peraturan yang ada?  

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemungutan dan pelaporan PPh 21 

Pegawai Tetap di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Pesawaran. 

2. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan pemungutan PPh 21 Pegawai Tetap di 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran sudah 

berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada atau tidak. 

1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian  

Penelitian ini diharapkan terdapat manfaat yang dapat diambil, yaitu :  
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1. Secara teoritis diharapkan penelitian ini secara khusus memperluas pemahaman 

penulis sendiri tentang mekanisme pemungutan dan pelaporan PPh 21, yang 

dapat digunakan sebagai panduan bagi peneliti selanjutnya dengan menggunakan 

informasi yang dikumpulkan dari literatur ini. 

2. Secara praktis, hasil kajian ini tentang mekanisme pemungutan dan pelaporan 

PPh 21 untuk digunakan oleh masyarakat dan dalam kajian selanjutnya sehingga 

dapat menjadi acuan untuk pengembangan beberapa kajian yang akan datang. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Pajak 

Pengertian pajak menurut Undang-Undang KUP, pajak adalah pembayaran oleh 

orang pribadi atau badan hukum kepada negara, yang merupakan 

tindakan wajib berdasarkan undang-undang. Masyarakat tidak menerima 

pertimbangan langsung dari kontribusi ini. Dana yang terkumpul dari pembayaran 

pajak tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan negara yang bertujuan untuk 

kesejahteraan rakyat. Pengertian pajak tidak memberikan timbal balik secara 

langsung adalah pemerintah memungut pajak dari wajib pajak, yang didaur ulang 

untuk meringankan wajib pajak itu sendiri. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau 

badan, termasuk Wajib Pajak, Wajib Pajak Pemotong dan Pemungut Pajak, yang 

mempunyai hak dan kewajiban perpajakan berdasarkan peraturan perundang-

undangan perpajakan. Pajak adalah pembayaran yang dibebankan kepada negara 

(memaksa) oleh mereka yang wajib membayar menurut peraturan perundang-

undangan tanpa menerima imbalan secara langsung, dan dimaksudkan untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berkaitan dengan tugas-tugas 

negara yang menyelenggarakan pemerintahan.   

Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak menurut (Moonrum, 2017) adalah: 

a. Kontribusi Rakyat, undang-undang perpajakan negara kita mengatur bahwa pajak 

merupakan indikasi partisipasi warga negara dalam pembangunan nasional. 
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b. Pajak ditentukan berdasarkan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. 

c. Tidak mungkin membuktikan pelanggaran dengan membayar pajak 

pemerintah yang dipisahkan 

d. Pajak dipungut oleh negara, baik di pusat maupun di daerah. 

e. Pajak harus digunakan untuk pengeluaran public untuk membiayai investasi 

publik pada saat kelebihan pendapatan.   

2.1.1 Fungsi Pajak 

Pajak memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, 

khususnya dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini karena pajak merupakan sumber 

penerimaan pemerintah yang membiayai seluruh pengeluaran, termasuk pengeluaran 

pembangunan. Beberapa fungsi perpajakan Direktorat Jenderal Pajak adalah:  

a. Fungsi Anggaran (Budgetair) 

Fungsi anggatan adalah  fungsi pajak yang paling penting, yaitu pajak sebagai 

sumber pendapatan pemerintah. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran 

pemerintah. Bangsa membutuhkan uang untuk tugas-tugas rutin dan 

pembangunan nasional. Negara dapat menerima pembayaran ini dari pendapatan 

pajak. Saat ini pajak digunakan untuk pendanaan berkelanjutan seperti biaya 

tenaga kerja, material dan pemeliharaan. Dana pembangunan dibiayai oleh 

tabungan pemerintah yang terdiri dari pendapatan rumah tangga dikurangi 

pengeluaran saat ini. Tabungan pemerintah ini harus ditingkatkan setiap 

tahunnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan yang terus 

meningkat, terutama yang diharapkan dari administrasi perpajakan.  
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b. Fungsi Mengatur (Regulerend) 

Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui pajak. Fungsi regulasi 

memungkinkan pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Misalnya, 

berbagai pembebasan pajak diberikan untuk memudahkan investasi di dalam dan 

luar negeri. Untuk melindungi produksi dalam negeri, pemerintah memungut 

pajak impor yang tinggi atas produk luar negeri.  

c. Fungsi Stabilitas 

Pajak memungkinkan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah stabilitas 

harga untuk menjaga inflasi tetap terkendali. Kemampuan pemerintah untuk 

mendistribusikan kembali penerimaan pajak yang dikumpulkannya digunakan 

untuk membiayai seluruh barang publik, termasuk membiayai pembangunan 

untuk menciptakan lapangan kerja yang meningkatkan pendapatan masyarakat. 

2.1.2 Pengelompokan Pajak 

Pajak yang berlaku di Indonesia sendiri terdiri dari berbagai pengelompokan, jenis, 

dan macamnya. Pengelompokan pajak yang berlaku di Indonesia menurut 

(Prabandaru, 2019) adalah sebagai berikut : 

1. Menurut Sifatnya 

a. Pajak Subjektif 

Perpajakan subyektif memperhatikan keadaan atau keadaan masing-masing 

wajib pajak orang pribadi, baik yang menikah maupun yang belum menikah. 

Pada awalnya setiap orang yang tinggal di wilayah Indonesia dikenakan pajak, 

sedangkan orang asing yang mempunyai hubungan ekonomi dengan 

pemerintah Indonesia (misalnya orang asing yang menjadi pengusaha di 
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Indonesia) juga dikenakan pajak. Contoh pajak subyektif adalah pajak 

penghasilan (PPh).  

b. Pajak Objektif 

Dalam pajak objektif itu sendiri yang ditekankan adalah mempertimbangkan 

sifat badan kena pajak dengan mengabaikan keadaan atau keadaan wajib pajak. 

Semua warga negara Indonesia (WNI) dikenai pajak objektif apabila 

penghasilannya memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku. 

Pajak target mencakup beberapa kelompok. Pertama, pengguna Barang Kena 

Pajak. Kedua, pajak terkait kepemilikan properti, kepemilikan barang mewah, 

dan pengalihan aset dari Indonesia ke negara lain. Contoh pajak objektif adalah 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak 

Penjualan Barang Mewah (PPnBM).  

2. Menurut Golongan 

Pengelompokan pajak ini memiliki arti bahwa dalam kondisi tertentu, pajak 

tersebut dibayarkan kepada pihak ketiga. Penanggung jawab pajak dapat dibagi 

menjadi dua jenis: pajak langsung dan pajak tidak langsung. 

a. Pajak Langsung 

Pajak langsung adalah pajak yang terutang oleh wajib pajak dan tidak dapat 

dialihkan kepada orang lain. Artinya, pajak langsung harus ditanggung 

sendiri oleh wajib pajak, misal: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan.  

b. Pajak yang dapat dialihkan kepada pihak lain. Pembayaran dapat dilakukan 

dengan sengaja atas nama pihak lain. Pajak tidak langsung tidak memiliki 
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surat pajak, sehingga pemungutannya tidak dilakukan secara berkala, tetapi 

mengacu pada kegiatan yang berkaitan dengan peristiwa. Contoh: Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Impor, Pajak Ekspor.  

3. Menurut Pihak Pemungut Pajak 

a. Pajak Negara 

Pajak negara (pajak pusat) adalah pajak yang dipungut oleh negara untuk 

membiayai seluruh kebutuhan rumah tangga. Pajak pajak negara bertujuan 

untuk mendistribusikan pendapatan pemerintah daerah di Indonesia. Bagi 

hasil sangat diperlukan untuk menjamin kelangsungan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk bagi hasil antara pusat dan 

daerah atas pajak yang dipungut provinsi (pusat) dan pajak yang dipungut 

daerah. , untuk menjaga Contohnya adalah pajak penghasilan, pajak 

penjualan, cukai barang mewah, pajak properti, dan materai.  

b. Pajak Daerah 

Pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (APBD) 

untuk membiayai penyelenggaraan dan pembangunan kotamadya. Pajak 

daerah adalah pajak wajib yang terhutang oleh orang perseorangan tanpa 

kompensasi langsung atau badan hukum yang sesuai di daerah tersebut. 

Pajak daerah dapat dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Contoh: Pajak iklan, pajak hiburan.  
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2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak 

a. Self Assessment system 

Sistem pemungutan pajak yang memaksa wajib pajak untuk menentukan jumlah 

pajak yang mereka bayar. Dapat dikatakan bahwa wajib pajak berperan aktif 

dalam penghitungan, pembayaran dan pelaporan pajak. Pemerintah bertindak 

sebagai pengatur bagi setiap wajib pajak dalam sistem self assessment. Sistem 

penilaian sendiri ini umumnya diterapkan pada jenis pajak yang termasuk dalam 

kategori pajak pusat. Misalnya PPN (Pajak Pertambahan Nilai) atau PPh (Pajak 

Penghasilan). Sistem harus menghitung hutang wajib pajak. Akibatnya, 

kekeliruan dapat dilakukan oleh wajib pajak yang tidak memiliki perpajakan 

yang memadai.  

b. Official Assessment System 

Sistem pemungutan pajak dari sistem pajak resmi memungkinkan otoritas pajak 

untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar. Ketika otoritas pajak 

bertindak sebagai orang kena pajak. Dalam sistem pemungutan pajak ini, setiap 

wajib pajak bersifat pasif karena mengetahui berapa pajak yang harus dibayar 

menurut surat ketetapan pajak dari kantor pajak. Sistem pemungutan pajak ini 

biasanya berlaku untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Apabila Wajib Pajak 

tidak perlu menghitung jumlah pajaknya, cukup membayar pajaknya sesuai 

dengan SPPT (Surat Setoran Pajak Terutang).  

c. Withholding System 

Dalam sistem pemungutan pajak ini, besarnya kewajiban pajak dihitung oleh 

pihak ketiga. Pihak ketiga bukanlah wajib pajak atau otoritas pajak, tetapi 
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karyawan dari pemberi kerja. Misalnya, jika terjadi pengurangan gaji karyawan, 

jika dilakukan oleh akuntan kantor atau HRD perusahaan. Mengontrol karyawan 

tidak perlu lagi khawatir tentang pemotongan atau pembayaran pajak.  

2.2 Pajak Penghasilan Pasal 21 

Pengertian pajak penghasilan dalam Pasal 21 Keputusan Dirjen Ditjen Perpajakan 

PER-32/PJ/2015 adalah pajak penghasilan berupa gaji, iuran, komisi, iuran dan 

pembayaran lainnya dengan nama apapun dan dalam bentuk apapun. Formulir 

tentang tugas atau tugas, pelayanan dan kegiatan wajib pajak dalam negeri. Menurut 

Undang-Undang penghasilan tersebut adalah tambahan kemampuan ekonomi yang 

diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, 

yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah penghasilan. milik 

wajib pajak. dan dalam bentuk apapun.  

2.2.1 Subjek dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 

Subjek Pajak adalah penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang 

pribadi yang merupakan : 

a. Pegawai 

b. Penerima pesangon, pensiunan, tunjangan hari tua, jaminan hari tua, termasuk 

ahli warisnya 

c. Bukan pekerja yang memperoleh atau menghasilkan pendapatan sehubungan 

dengan penyediaan jasa; 

1. Tenaga kerja lepas yang terdiri dari pengacara, auditor, arsitek, dokter, 

konsultan, notaris, penilai dan aktuaris 

2. Presenter, musisi, penyanyi, comedian, dan lainnya 
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3. Atlet 

4. Konselor, dosen pembimbing, pelatih, pemberi penyuluhan, ceramah dan lain-

lain 

5. Penulis, peneliti, dan penerjemah 

6. Pemberi layanan jasa seperti computer, fotografi dan lainnya 

7. Biro iklan 

8. Pemimpin dan menejer pekerjaan 

9. Orang yang mengantarkan pesanan dari penjual ke pembeli; 

10. Para pedagang 

11. Petugas dari agen asuransi 

12. MLM atau distributor dari perusahaan penjualan langsung dan 

kegiatan sejenis lainnya. 

d. Seorang anggota direksi atau dewan pengawas yang tidak bekerja pada 

tempat yang sama. 

e. Orang yang mengikuti kegiatan sehingga mendapatkan penghasilan yang 

berhubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan tersebut, antara lain: 

1. Peserta perlombaan dalam semua bidang, antara lain perlombaan olah raga, 

seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya; 

2. Seorang peserta dalam rapat, konferensi, sesi, konferensi, atau kunjungan 

kerja; 

3. Seorang peserta atau anggota panitia sebagai penyelenggara kegiatan tertentu; 

4. Peserta pelatihan dan pendidikan berkelanjutan; 

5. Peserta kegiatan lainnya. 
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Objek PPh Pasal 21 (PAJAK, 2013) Objek Penghasilan yang dipotong Pajak 

Penghasilan Pasal 21 adalah: 

a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap dalam bentuk 

penghasilan tetap atau tidak resmi,  

b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh seorang pensiunan secara teratur 

dalam bentuk anuitas atau penghasilan serupa; 

c. Penghasilan dari uang pesangon, pensiun, uang pesangon, atau uang pesangon 

sekaligus setelah dua tahun berlalu sejak masa kerja karyawan berakhir. 

d. Penghasilan pekerja tidak tetap atau tidak tetap berupa upah harian, 

mingguan, satuan, borongan, atau bulanan.  

e. Kompensasi untuk non-karyawan. Remunerasi atas jasa yang diberikan 

termasuk, namun tidak terbatas pada, fee, komisi, fee, dan remunerasi serupa 

dalam nama atau bentuk apapun. 

f. Kompensasi bagi Peserta Kegiatan Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, 

tunjangan, tunjangan hiburan, tunjangan rapat. honorarium, hadiah atau 

penghargaan dengan nama dan bentuk apa pun, dan penghargaan serupa 

dengan nama apa pun;  

g. Penghasilan berupa komisi atau laba tidak tetap yang diterima atau diperoleh 

oleh direktur atau pejabat tidak tetap pada perusahaan yang sama. 

h. Penghasilan berupa jasa produksi, bonus, tip, bonus, atau imbalan tidak tetap 

lainnya yang diterima atau diperoleh mantan pegawai atau  
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i. Penghasilan dari penarikan dana pensiun oleh peserta pensiun yang 

dipekerjakan oleh dana pensiun yang telah disetujui pendiriannya oleh 

Menteri Keuangan. 

1. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final; atau  

2. Wajib Pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan kriteria 

perhitungan tertentu (deemed profit) (Berdasarkan nilai pasar dari hadiah 

atau nilai sekarang dari hadiah yang diberikan. 

2.2.2 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 

Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 meliputi : 

a. Pemberi kerja adalah perorangan dan badan hukum: Cabang, badan atau badan 

jika melakukan sebagian atau seluruh pengaturan yang berkaitan dengan 

pembayaran gaji, bonus, tunjangan dan pembayaran lainnya. 

b. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk Tentara Nasional Indonesia 

atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pemerintah daerah, kantor atau 

instansi pemerintah, instansi pemerintah lainnya, kasir atau pemegang kas 

pemerintah pusat, termasuk kedutaan Indonesia di luar negeri. Pembayaran lain 

yang berkaitan dengan pekerjaan, tugas, jasa atau kegiatan, apapun nama atau 

bentuknya.  

c. Dana pensiun, asuransi tenaga kerja dan entitas lain yang membayar pensiun 

jangka tetap, tunjangan jaminan sosial dan jaminan hari tua. 

d. Orang perseorangan yang menjalankan kegiatan profesional komersial atau 

independen dan membayar badan hukum.  
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2.3 Pelaksanaan Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia (UU KUP) Nomor 6 Tahun 1983 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2009 Pasal 10 Ayat 1, setiap wajib pajak wajib membayar pajak kepada 

Kementerian RI. Keuangan dengan surat pemberitahuan (SPP) yang diatur dengan 

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) atau oleh agen pembayar berdasarkan itu. 

Menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2021, instansi 

pemerintah wajib membuktikan pemotongan dan/atau pemungutan pajak atas 

pengurangan dan/atau pemungutan pajak atas pengeluaran pemerintah.  

2.3.1 Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 21 

Pernyataan pemotongan pajak adalah dokumen wajib pajak yang dapat digunakan 

untuk melacak pajak yang dipotong oleh pemberi kerja (Cristi, 2018). Sampai dengan 

(hi pajak, 2020) terdapat 4 jenis pemotongan SPT berdasarkan Pasal 21 dan/atau 

Pasal 26, yaitu: 

- Bukti pemotongan PPh Pasal 21 (tidak final) / Pasal 26 (Formulir 1721-VI). 

Surat pemotongan ini digunakan untuk pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai 

tidak tetap yang meliputi profesional, bukan pegawai dan orang yang mengikuti 

kegiatan. 

- Bukti pemotongan pajak penghasilan PPh 21 (final) (formulir 1721-VII). 

Formulir ini digunakan untuk pemotongan PPh 21 final seperti: PPh Pasal 21 

PNS yang dananya berasal dari APBN atau APBD. - Bukti Pemotongan PPh 

Pasal 21 (Formulir 1721-A1). Formulir ini digunakan untuk karyawan tetap atau 

penerima anuitas sementara atau tunjangan pensiun 
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- Bukti pemotongan pajak penghasilan Art. 21 (1721-A2). Formulir ini digunakan 

untuk pejabat atau anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau anggota 

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) atau pejabat pemerintah atau 

pensiunannya. 

2.3.2 Surat Setoran Pajak (SPP) Pajak Penghasilan Pasal 21 

Menurut Direktorat Jenderal Pajak, SSP (Surat Setoran Pajak) adalah pembayaran 

pajak atau bukti pembayaran pajak yang dilakukan ke Bendahara dengan cara lain 

atau oleh Agen Pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Format formulir 

SSP ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-38/PJ/2009 tentang 

Surat Setoran Pajak dan Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-24/PJ/2013 tentang 

Pemberitahuan Perubahan Lain. -38/PJ/2009. Formulir SSP sebagaimana dimaksud 

pada ayat 1 disusun rangkap empat dengan judul sebagai berikut:  

1. lembar kesatu untuk arsip Wajib Pajak 

2. lembar kedua untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) 

3. lembar ketiga untuk melaporkan pajak oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan 

Pajak 

4. lembar keempat untuk arsip Kantor Penerima Pembayaran. 

Jika diperlukan, SSP dapat dibuat dalam rangkap 5 (lima) dan lembar kelima untuk 

diarsipkan oleh pemungut atau pihak lain yang berkepentingan, sesuai dengan 

peraturan perpajakan yang berlaku. 
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2.3.3 Surat Pemberitahuan (SPT) 

SPT adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan SPT dan kewajiban 

hukumnya. Meskipun istilahnya surat, namun pemberitahuan ini berbentuk Tujuan 

surat pemberitahuan adalah sebagai berikut: 

a) Sebagai tempat deklarasi dan sebagai bukti penghitungan pajak yang harus 

dibayar. 

b) Tempat pembayaran atau pelunasan utang-utangnya untuk tahun pajak atau 

bagian dari tahun pajak. 

c) Pemberitahuan pembayaran, pemotongan dan pemungutan untuk suatu masa 

pajak tertentu oleh orang pribadi atau badan hukum lain berdasarkan ketentuan 

undang-undang. 

Surat Pemberitahuan (SPT) terdiri dari SPT Reguler/Bulanan dan SPT Tahunan. 

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan (SPT) Pasal 21 (PPh Pasal 21) 

berdasarkan Peraturan No. PER-14/PJ/2013 Dirjen Pajak. Formulir ini digunakan 

untuk melaporkan pemotongan pajak sesuai dengan Pasal 21 mulai tanggal 1 Januari 

2013. Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib 

Pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang wajib memotong pajak atas 

penghasilan dari pekerjaan, jasa dan jasa. Tindakan individu yang disebutkan 

dalam pasal 21 dan pasal 26 Undang- Undang dapat dikirim dalam bentuk kertas 

(versi kertas) atau sebagai data elektronik (eSPT). Setoran Pajak (SPP) PPh Pasal 21 

Walaupun SPT Tahunan biasa digunakan untuk melaporkan penghasilan yang berasal 

dari penghasilan sendiri menerima dan pada umumnya penghasilan kena pajak, 

penghasilan final dan penghasilan yang dibebaskan dari pengenaan pajak 
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penghasilan. Selain itu, SPT Tahunan juga digunakan untuk menyatakan kekayaan 

dan kewajiban pada akhir tahun pajak. SPT tahunan dilaporkan pada setiap akhir 

tahun pajak.  
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BAB III 

METODE DAN PROSES PENYELESAIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang dikaji 

dengan cara menggambarkan keadaan subyek atau obyek kajian, dapat berupa 

individu, lembaga, masyarakat dan lainnya yang sedang saat sekarang ini. Fakta yang 

terlihat atau apa adanya (Febriyan, 2017). Dalam penulisan karya ini, penulis memilih 

gaya penelitian deskriptif, mengumpulkan data kemudian menganalisisnya dan 

memberikan pendapat yang obyektif. Selain itu dapat dibuat kesimpulan dan saran 

yang dapat berguna bagi setiap perusahaan atau instansi untuk memecahkan 

permasalahan yang dihadapi, khususnya terkait dengan mekanisme pemungutan dan 

pelaporan pajak penghasilan bagi pegawai tetap Sekretariat DPRD Kabupaten 

Pesawaran.  

3.2  Jenis dan Sumber Data 

Sumber data yang digunakan pada penelitian mencakup dua bagian yaitu sumber data 

primer dan sumber data sekunder. 

1. Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data utama yang peneliti terima langsung 

tanpa perantara dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesawaran. 

Dalam penelitian ini, data hasil wawancara merupakan sumber informasi 
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utama wawancara dengan kepala Sub Bagian Progam dan Keuangan bapak Yos 

Sailendra Ar, S.H., M.M. 

2. Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung yang peneliti peroleh 

langsung dari kumpulan dokumen, landasan teori yang diperoleh melalui 

literatur, jurnal, artikel dan website instansi terkait yang terkait dengan topik 

penelitian yang diteliti.  

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Dalam Menyusun laporan akhir ini penulis menggunakan 3 metode yaitu: 

1. Wawancara 

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data melalui tanya jawab dengan instansi 

baik secara langsung maupun tidak langsung, selama pelaksanaan penelitian 

penulis melakukan sesi wawancara dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Pesawaran. Pewawancara menerima informasi penting 

tentang topik yang dibahas oleh wawancara. Penulis menggunakan metode 

wawancara untuk mengklarifikasi informasi yang diperoleh. Wawancara 

dilakukan langsung dengan permasalahan yang ada. Penulis mewawancarai pihak 

internal Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran dan 

tentunya terlibat secara langsung dalam pemungutan pajak pegawai. 

2. Observasi 

Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui 

pengamatan langsung. Menurut (Bernadetta, 2021), observasi bertujuan untuk 

mengumpulkan informasi yang akan digunakan untuk menanggapi berbagai isu 
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yang muncul. Melalui pengamatan langsung, penulis dapat memahami kegiatan 

yang berkaitan dengan pemungutan dan pelaporan pajak oleh pegawai tetap di 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran guna 

mendapatkan data sekunder maupun primer. 

3. Studi Pustaka 

Dalam metode studi pustaka, penulis dapat mengumpulkan informasi dengan 

cara mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dan buku-buku lain yang 

tentunya berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi dalam penelitian penulis. 

3.4 Objek Kerja Praktik 

3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

Penulis melakukan magang selama 6 minggu mulai dari tanggal 04 Januari 

sampai dengan 10 Februari 2023, kegiatan magang ini dilaksanakan pada: 

Lokasi : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupatan 

Pesawaran 

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pesawaran 

Jalan Raya Kedondong Binong Desa Way Layap Gedong 

Tataan Kabupaten Pesawaran 

Waktu Kerja : Senin s/d Jumat, pukul 08.00 – 15.30 
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3.4.2 Gambaran Umum Perusahaan 

1. Profil Singkat Perusahaan 

Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPRD Kabupaten 

Pesawaran Tahun 2019, telah terpilih 45 orang wakil rakyat dari 11 Partai Politik 

yang telah dilantik dan ditetapkan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran 

Masa Jabatan 2019 - 2024. Anggota DPRD Pesawaran berasal dari: Partai Demokrasi 

Indonesia Perjuangan (PDIP) sebanyak 9 (sembilan) orang, Partai Amanat Nasional 

sebanyak 5 (lima) orang, Partai Demokrat sebanyak 5 (lima) orang, Partai 

Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak 5 (lima) orang, Partai Nasional Demokrasi 

(NASDEM) sebanyak 4 (empat) orang, Partai Golongan Karya (Golkar) sebanyak 4 

(empat) orang, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebanyak 4 (empat) orang, Partai 

Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 4 (empat) orang, Partai Persatuan Pembangunan 

(PPP) 2 (dua) orang,  

Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) 2 (dua) orang dan Partai Bulan Bintang (PBB) 

sebanyak 1 (satu) orang. 

Dari 45 orang anggota tersebut, telah dibentuk 8 (delapan) Fraksi DPRD yang 

merupakan wadah pengelompokan anggota DPRD berdasarkan konfigurasi partai 

politik hasil pemilihan umum dengan rincian sebagai berikut: 

1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dengan jumlah Anggota         

9 (sembilan) orang 

2. Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 5 (lima) orang 

3. Fraksi Partai Demokrat sebanyak 5 (lima) orang 

4. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dengan jumlah Anggota 7(tujuh) orang 
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5. Partai Nasional Demokrasi (NASDEM), dengan jumlah Anggota 7 (tujuh) orang 

6. Fraksi Partai Golkar, dengan jumlah Anggota 4 (empat) orang 

7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dengan jumlah Anggota 4(empat) orang 

8. Fraksi Partai Gerindra, dengan jumlah Anggota 4 (empat) orang 

Sedangkan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Pesawaran terdiri dari : 

1. Pimpinan DPRD 

2. Badan Musyawarah 

3. Badan Anggaran: 

4. Komisi-komisi, yang terdiri dari: 

a. Komisi I (Bidang Hukum dan Pemerintahan); 

b. Komisi II (Bidang Ekonomi dan Keuangan): 

c. Komisi III (Bidang Pembangunan): 

d. Komisi IV (Bidang Kesejahteraan Rakyat): 

5. Badan Kehormatan: 

6. Badan Pembentukan Peraturan Daerah 
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Tabel 3. 1 Dasar Hukum DPRD Kabupaten Pesawaran 

No. Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pembentukan 

Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4538) 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 244, 

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman 

Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata 

Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197) 

4. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/571/B.01/HK/2019 Tanggal 

12 Agustus 2019 Tentang Peresmian Tentang Peresmian Pengangkatan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Masa 

Jabatan Tahun 2019-2024 

5. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/450/B.01/HK/2020 Tanggal 

12 Oktober 2020 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Masa Jabatan Tahun 

2014-2019 

6. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/12/B.01/HK/2022 Tanggal 08 

Januari 2021 Tentang Peresmian Pengangkatan Ketua Dewan 
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Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Masa Jabatan Tahun 

2019-2024 

7. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/189/b.01/HK/2022 tanggal 31 

Maret 2021 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran 

8. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/109/B.01/HK/2023 tanggal 

01 Februari 2023 tentang peresmian pengangkatan Pengganti Antar 

Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Pesawaran Masa Jabatan Tahun 2019-2024 

9. Surat Ketua DPC PDI Perjuangan tanggal 11 Februari 2022 Nomor :  

18/IN/DPC.15.08/II/2022 perihal Perubahan Pimpinan Fraksi PDI 

Perjuangan DPRD Kabupaten Pesawaran 

10. Surat Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Pesawaran 

tanggal 21 Februari 2022 Nomor : 16/IN-P/F-PDIP/II/2022 perihal 

Perubahan Susunan dan Komposisi Komisi serta Alat Kelengkapan 

Dewan (AKD) Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Pesawaran 

11. Surat Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kabupaten 

Pesawaran tanggal 14 Februari 2022 Nomor : 16/IN-P/F-PDIP/II/2022 

perihal Perubahan Penugasan Anggota Fraksi PAN 

12. Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten 

Pesawaran tanggal 21 Februari 2022 Nomor : B/17/DPD-

PG/PSWR/II/2022 perihal Pengajuan Komposisi AKD 

13. Surat Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Pesawaran 

tanggal 14 Februari 2022 Nomor : 017/DPC18.09/II/2022 perihal 

Perubahan Alat Kelengkapan DPRD 

14. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah PKS Kabupaten Pesawaran 

tanggal 19 Februari 2022 Nomor : 01/SKEP/PESAWARAN/DPD-

PKS/1443 tentang Rolling Struktur Fraksi Partai Keadilan Sejahtera 

DPRD Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 
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15. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Pesawaran 

tanggal 24 Januari 2023 Nomor : 155/DPC.PD/PSW/I/2023 perihal 

Pergantian AKD Fraksi Partai Demokrat Kabupaten Pesawaran 

16. Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kabupaten Pesawaran 

tanggal 09 Februari 2023 Nomor : 22-SE/DPD-NasDem/PSW/II/2023 

perihal Perubahan Struktural Alat Kelengkapan Dewan; 

17. Surat Dewan Pimpinan Cabang GERINDRA Kabupaten Pesawaran 

tanggal 13 Februari 2023 Nomor : 

LA15/13/B/DPCGERINDRA/PSW/2023 perihal Perubahan Struktur 

Alat Kelengkapan Dewan; 

Sumber: Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 

 

A. Daftar Anggota DPRD 

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, berikut nama-nama fraksi dan susunan personalia 

fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran sebagai berikut : 

1) FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (F-PDIP) 

KETUA : NS FX BAMBANG DSLP, SH, S.Kep 

SEKRETARIS : EVI DWIANA LISTIANI 

BENDAHARA : HARNO IRAWAN 

ANGGOTA : 1. SUPRAPTO 

2. ARIA GUNA, S.Sos.i, MM 

3. PUJADI, S.Pd., M.M. 

4. RANI YUNITA, S.Pd. 

5. HERI YURIZAL EFENDI 

6. MASNAYATI 



28 
 

 
 

 

2) FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN) 

KETUA : SAIFUDIN, S.H. 

SEKRETARIS : SAPTONI, S.H. 

ANGGOTA : 1. PAISALUDIN, S.H. 

                   2. UMRONI, A.Md. 

    3. MUKLIS 

3) FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA (F-GOLKAR) 

KETUA : BAMBANG SUHERI, S.H. 

SEKRETARIS : Dra. Hj. ERLINDA WIDISTUTI, M.Pd.i. 

ANGGOTA : 1. YUSAK, S.H, M.H 

   2. MUSTIKA BAHRUM, S.E., M.M. 

4) FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (F-GERINDRA) 

KETUA : EVI SUSINA, S.H 

SEKRETARIS : LENIDA PUTRI, S.IP 

ANGGOTA : 1. Hi. SAIPURROHMAN, S.H 

   2. Hi. RUDI AGUS SUNANDAR, S.E 

5) FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS) 

KETUA : Hj. TATI, S.E. 

WAKIL KETUA : WIDADA 

SEKRETARIS : ATUT WIDIARTI, S.Sos. 

ANGGOTA : 1. AGUNG PRASETIA BAKTIANA 
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6) FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-NASDEM) 

KETUA : ROLIANSYAH, S.E, M.Si. 

WAKIL KETUA : FAHMI FAHLEFI, S.Pd. 

SEKRETARIS : Drs. SUMARYONO 

ANGGOTA : 1. HAMSINAR 

   2. MUZAKKAR, S.Sos. 

   3. SUPRIYADI 

   4. ROHMAN 

7) FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB) 

KETUA : FIRDAYANA 

WAKIL KETUA : DEVITA SAHARA 

SEKRETARIS : ROHIMAH RAHMAN, S.Ag 

ANGGOTA : 1. RUDI ARDIANSYAH 

   2. ZULKARNAIN 

   3. ANDI SUPRATMAN 

   4. RIFKI ASSOFANI, S.H 

8) FRAKSI DEMOKRAT (F-DEMOKRAT) 

KETUA : BUMAIRO 

SEKRETARIS : IRFANI, S.P. 

BENDAHARA : MUSANNIF YASSER SYAMSYURYA, S.E., M.M. 

ANGGOTA : 1. SUBHAN WIJAYA, S.Kom. 

   2. OLAN FITRIONANDO 
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C. Daftar Pegawai 

Berdasarkan Data Kepegawaian Bulan Desember 2022 Tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Pesawaran terdapat 95 orang pegawai secara rinci dapat terlihat pada table 

berdasarkan golongan sebagai berikut ini : 

 

Tabel 3. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan 

No. Golongan Jumlah Pegawai 

1. IV/a 1 

2. IV/b 3 

3. IV/c 1 

4. III/a 9 

5. III/b 8 

6. III/c 5 

7. III/d 5 

8. II/a 1 

9. II/b 6 

10. II/c 19 

11. II/d 3 

12. I/d 2 

13. PTT / Honor 32 

Jumlah 95 
Sumber: Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 

 

Tabel 3. 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan 

PENDIDIKAN TOTAL 

S2 3 

S1 18 

D3 – D4 5 

SLTA 67 

SLTP - 

SD 2 

JUMLAH 95 
Sumber: Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 
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Tabel 3. 4  Jumlah Pegawai Bersasarkan Jabatan 

JABATAN TOTAL 

ESELON I 2 

ESELON II 29 

ESELON III 27 

ESELON IV 5 

FUNGSIONAL UMUM 32 

JUMLAH 95 
Sumber: Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 

 

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi tersebut maka Sekretariat Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran adalah merupakan unsur Pemerintah 

Kabupaten yang antara lain diberi tugas menyelenggarakan administrasi 

kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta 

menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam 

melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan Peraturan 

Bupati Pesawaran Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Pesawaran sebagai berikut : 
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Gambar 3 1 Bagan Struktur Organisasi DPRD Kabupaten Pesawaran Tahun 

2023 

Sumber: Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 

 

D. Visi dan Misi  

1. Visi  

Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026 

merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Kabupaten Pesawaran dalam 

mewujudkan kerja nyata yang dituangkan dalam visi  

“Pesawaran Lebih Maju dan Sejahtera dengan Masyarakat yang Produktif”. 

2. Misi 

Pokok-pokok pemikiran yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi dijabarkan 

melalui misi (Pancacila) beserta penjelasannya sebagai berikut : 

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Layanan Publik Yang 

Berkualitas, Akuntabel dan Berkinerja Tinggi. Misi ini adalah upaya untuk 

SEKRETARIS DPRD

TOTO SUMEDI, S.Sos.,M.M

NIP.196709021989011001

BAGAN UMUM

EDY NEFO IRIANTO,S.Sos.,M.M

NIP.196712041991031007

SUB BAGIAN TATA 
PERSURATAN DAN 

KEPEGAWAIAN

ALVIN EFRIANTINA,S.E.,M.M

NIP.198704222010012004

SUB KOORDINATOR RUMAH 
TANGGA

SUPARNO,S.IP.

NIP.197204142006041010

SUB KOORDINATOR 
PERLENGKAPAN

AGUS ROHMAN,S.STP.,M.Si

NIP.199104132014061002

BAGIAN PROGRAM DAN 
KEUANGAN

YOS SAILENDRA AR,S.H.,M.M

NIP.199703281996031003

SUB KOORDINATOR 
PERENCANAAN DAN 

PENGANGGARAN 

AGUS MARDI,S.E.,M.M

NIP.197205202011011007

SUB KOORDINATOR 
AKUTANSI DAN PELAPORAN

DZUN NURAIN,S.IP

NIP.198601012010012037

SUB KOORDINATOR 
VERIFIKASI

ARIYANTO DARWIS,S.IP.,M.M

NIP.198605072011011004

BAGIAN PERSIDANGAN DAN 
PERUNDANG UNDANGAN

RENDY AHADES DWI 
PUTRA,SE.M.M

NIP.197512072010011000

SUB KOORDINATOR 
PERSIDANGAN DAN RISALAH

RAHMAT EFENSI,S.E.

NIP.197108121993031004

SUB KOORDINATOR HUMAS, 
PROTOKOL, DAN PUBLIKASI

WARSANI,S.I.P.,M.M

NIP.197202121993031005

SUB KOORDINATOR 
PERUNDANG UNDANGAN

ARIS WAHID HASYIM,S.H

NIP.198205212010011007

BAGIAN FASILITAS 
PENGANGGARAN DAN 

PENGAWASAN 

DAHLAN,S.H.,M.M

NIP.197106021993031003

SUB KOORDINATOR FASILITAS 
DAN PENGAWASAN

FITRI INDRIANI,S.Pd.,M.Pd

NIP.197410211999032006

SUB KOORDINATOR FASILITAS 
DAN PENGANGGARAN

VALENDRA DESTALATA,S.E

NIP.198112252002121004

SUB KOORDINATOR KERSAMA 
DAN ASPIRASI

DWI RISKY RAKHMAD J,S.Pd.I

NIP.198705222015031004
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meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi dengan memantapkan tata kelola 

pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh 

integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa dan transparan, 

peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditopang oleh efisiensi struktur 

pemerintahan dan kapasitas pegawai pemerintah yang memadai, didukung 

dengan sistem informasi dan komunikasi yang baik, efektif, dan efsien yang 

memperluas jangkauan. 

2. Menyediakan Sarana dan Infrastruktur Secara Berkelanjutan dan Berkualitas 

Yang Berkeadilan dan Merata. Misi ini adalah upaya untuk mempercepat 

pembangunan sarana dan  infrastruktur wilayah dengan menyediakan akses 

aksesibilitas antar wilayah, akses ketahanan air, dan infrastruktur dasar yang 

berkualitas dan merata pada wilayah ekonomi agribisnis, industri dan 

pariwisata yang berkualitas dengan menjaga dan melestarikan lingkungan 

hidup. 

3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat Jasmani dan Rohani, Cerdas, 

Unggul, Berkarakter dan Berdaya Saing. Misi ini adalah upaya untuk 

peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan mewujudkan sumber 

daya manusia yang sehat, cerdas, unggul, berkarakter dan berdaya saing melalui 

pelayanan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan gender, serta meningkatnya 

daya beli dan standar hidup layak masyarakat sehingga tercipta ketentraman, 

kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup keluarga dan masyarakat. 

4. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Dan Memperkuat Perekonomian 

Daerah.Misi ini adalah upaya untuk meningkatan pertumbuhan ekonomi daerah 
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berkualitas dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lokal, 

peningkatan pendapatan masyarakat, pengentasan kemiskinan dan 

pengangguran, serta nilai investasi pada sektor prioritas agribisnis, industri, dan 

pariwisata serta mempermudah dan menjamin iklim investasi di seluruh 

wilayah. 

5. Mewujudkan Desa Mandiri Sebagai Titik Berat Pembangunan Berbasis 

Kemasyarakatan dan Potensi Lokal Yang Berlandaskan Pemberdayaan 

Masyarakat, Kemitraan, Gotong Royong dan Bhinneka Tunggal Ika. Misi ini 

untuk meningkatkan Indeks Desa Membangun dengan mewujudkan 

Kemandirian dan Kesejahteraan Desa berbasis kemasyarakatan dan Potensi 

lokal yang bersinergi dengan pemberdayaan masyarakat, kemitraan, gotong 

royong dan Bhinneka Tunggal Ika. 

  



35 
 

 
 

 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Pembahasan 

Mekanisme pemungutan pajak dan pelaporan pegawai tetap Sekretariat DPRD 

diawali dengan pemeriksaan data-data pegawai seperti gaji pokok yang diterima, 

kenaikan pangkat, jumlah tanggungan, perubahan pekerjaan, dan lainnya. Hal ini 

dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan pada saat perhitungan pajak. Setelah 

dilakukan pengecekan data, bendahara akan menghitung dan membayar pajak. 

Bendahara akan mendapatkan bukti pembayaran, yang nantinya akan digunakan 

untuk membuat laporan pajak. Bendahara Sekretariat juga akan menyiapkan slip 

pemotongan pada setiap akhir tahun dan menerbitkannya kepada pegawai. Pegawai 

akan menggunakan bukti potong untuk melaporkan pajak tahunan. 

Perpajakan Sekretariat DPRD Kabupaten Pesawaran dilakukan sesuai dengan 

undang-undang. Sesuai dengan Pengumuman Dirjen Pajak No. Peng-05/PJ 09/2010 

Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memenuhi kewajibannya 

yaitu melakukan pemotongan atau penagihan, penyetoran dan pelaporan pajak sesuai 

batas waktu yang telah ditentukan. Bendahara Sekretariat DPRD Kabupaten 

Pesawaran menjalankan tugasnya sebagai pihak yang membantu pegawainya dalam 

pemungutan pajak yaitu pemotongan, penyetoran dan pelaporan. Bendahara 

Sekretariat DPRD tidak menemui hambatan atau masalah. Meski Sekretariat DPRD 
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Kabupaten Pesawaran belum menyusun SOP, namun proses perpajakan ini dilakukan 

secara runtut sesuai mekanisme yang sudah berjalan sebelumnya. 

4.2 Mekanisme Pemungutan dan Pelaporan PPh 21 Pegawai  

Proses perpajakan akan meningkatkan nilai wesel dalam kegiatan ekonomi. Untuk 

memudahkan pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Pesawaran membayar pajak 

penghasilan yang terutang, Bendahara Sekretariat DPRD Kabupaten Pesawaran akan 

langsung memotong pajak dari gaji pegawai tersebut. Pajak tersebut dipungut secara 

bulanan atau gaji berdasarkan besarnya PPh 21 yang terutang setiap pegawai 

Sekretariat DPRD Kabupaten Pesawaran. Bendahara wajib memungut pajak dan 

menyerahkannya ke kas daerah. Selain itu, bendahara berhak melaporkan jumlah 

pajak yang dibayarkan ke kantor pajak dalam jangka waktu tertentu. 

Bendahara Sekretariat DPRD Kabupaten Pesawaran menyebutkan, selain 

memudahkan pembayaran PPh 21, mekanisme pemotongan ini juga membantu 

mencegah pegawai lalai membayar pajak sehingga terhindar dari tunggakan pajak 

dan denda di kemudian hari. Mekanisme adalah cara kerja sesuatu yang dilaksanakan 

untuk mencapai tujuan yang direncanakan. Terapkan mekanisme pengumpulan dan 

pelaporan pajak untuk memastikan bahwa alur kerja dari investigasi hingga pelaporan 

teratur dan bebas kesalahan. Pemungutan pajak penghasilan pegawai tetap Sekretariat 

DPRD Kabupaten Pesawaran dilakukan oleh Bendahara. Mekanisme pengumpulan 

dan pelaporan adalah sebagai berikut : 
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 Pengecekan Data Pegawai 

Langkah pertama yang dilakukan Bendahara Sekretariat DPRD Kabupaten 

Pesawaran adalah mengecek data pegawai tetap. Sekretariat DPRD Kabupaten 

Pesawaran memiliki pegawai tetap yang terbagi dalam Golongan II, III dan IV. Setiap 

karyawan tetap memiliki tunjangan dan potongan yang berbeda. Tunjangan dan 

potongan mempengaruhi penghasilan yang diterima. Hal ini juga berpengaruh 

terhadap jumlah pajak yang dipungut. Data dibuang ke dalam file atau yang disebut 

ledger gaji. Ledger gaji ini akan menunjukkan tunjangan dan potongan yang 

dikenakan pada pegawai tetap Sekretariat DPRD. Termasuk pengurangan pajak. 

Berikut beberapa data pegawai yang ada di ledger gaji : 

a. Gaji pokok. Gaji pokok setiap pegawai berbeda-beda. Gaji PNS tahun 2021 

dihitung berdasarkan golongan dan masa kerja yang dikenal dengan masa kerja 

golongan (MKG). Program penelitian diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 

Nomor 15 Tahun 2019. Artinya, gaji pokok pegawai negeri Indonesia adalah 

sama terlepas dari apakah mereka bekerja di instansi pemerintah daerah, pusat 

atau daerah. 

b. Tunjangan Keluarga. Tunjangan keluarga bagi PNS yang telah berkeluarga akan 

mendapatkan tunjangan pasangan/istri dan tunjangan anak (hingga 3 anak). 

Tunjangan tersebut adalah 10% dari gaji pokok untuk suami/istri dan 2% dari 

gaji pokok untuk setiap anak. 

c. Tunjangan Eselon. Eselon adalah jabatan terstruktur yang diberikan kepada PNS 

karena memenuhi syarat kepangkatan dan dapat menduduki jabatan golongan I, 

II, III, dan IV. Kenaikan pangkat PNS secara bertahap setiap 4 tahun. Golongan I 
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adalah level terendah dalam birokrasi pamong praja. PNS Golongan I umumnya 

lulusan SD sampai SMP. Kemudian golongan II adalah PNS dengan kualifikasi 

pendidikan SMA hingga D3. Lalu ada golongan III, untuk lulusan S1 atau 

sederajat D4 hingga S3. Golongan IV adalah pangkat tertinggi di kalangan PNS. 

Setiap golongan terdiri dari 4 tingkatan. 

d. Tunjangan jabatan PNS adalah tunjangan jabatan yang diberikan kepada PNS 

yang diangkat dan diserahkan tugas secara formal sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Pasal 4(1) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

e. Tunjangan jabatan/struktural diberikan kepada pegawai negeri yang memimpin 

suatu unit organisasi atau yang memimpin suatu unit kerja. 

f. Tunjangan beras. Tunjangan tersebut diberikan kepada PNS dan keluarganya 

berupa 10 kilogram inatura (uang) per orang. Beras tersebut saat ini bernilai Rp 

7.242 per kilogram dan dibagikan sebulan sekali. Contoh: PNS dengan pasangan 

dan dua anak, biaya beras adalah Rp 289.680,00 (4 orang x 10 x Rp 7.242,00) 

g. Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 

h. IWP (Iuran Wajib Pegawai) dan Pemotongan Taperum (Tabungan Perumahan). 

Besaran IWP adalah 10% dari gaji pokok ditambah tunjangan keluarga. Adapun 

Taperum Golongan I (Rp 3.000), Golongan II (Rp 5.000), Golongan III (Rp 

7.000) dan Golongan IV (Rp 10.000), dan lainnya. 
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Tabel 4. 1 Daftar Penghasilan Pegawai 

No. Nama Golongan Status Gaji Pokok 
Potongan Pph 

21 

1 A IV/c K1 5.105.300 129.425 

2 B IV/b K2 4.748.500 69.695 

3 C IV/a K0 4.699.300 40.350 

4 D IV/b K1 5.052.300 55.458 

5 E III/d TK0 4.508.600 10.308 

6 F III/d K1 4.508.600 5.383 

7 G III/d K0 3.861.000 0 

8 H III/d K1 4.508.600 26.021 

9 I III/c TK0 4.461.800 0 

10 J III/c TK0 3.900.000 0 

11 K III/c K1 3.554.000 7.346 

12 L III/b TK0 2.772.500 0 

13 M III/b K1 3.704.300 0 

14 N III/a K0 3.821.000 0 

15 O II/b K2 2.949.900 0 

16 P II/c T0 2.920.100 0 

17 Q II/c K2 2.859.800 0 

18 R II/c K3 2.579.400 0 

19 S II/d K3 2.579.400 0 

20 T I/d K0 1.869.500 0 

Sumber: Bendaharawan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 

2023 
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 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 

Setelah memeriksa detail pegawai, langkah selanjutnya adalah menghitung jumlah 

Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk setiap pegawai. Perhitungannya adalah 

memasukkan data ke sistem formulir 1721 A2 dalam bentuk excel. Sistem dimiliki 

oleh bendahara Sekretariat dan digunakan untuk perhitungan pajak. Format excelnya 

dari Ditjen Pajak. Proses penghitungan PPh 21 ditunjukkan pada gambar di bawah 

ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 1 Alur Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap 



41 
 

 
 

 

 Pengiriman Data dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap 

Setelah dilakukan pengecekan Bendahara Sekretariat DPRD Kabupaten Pesawaran 

mengirimkan ladger gaji ke Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pesawaran. Data ini 

membantu untuk merekam dan menyesuaikan data yang ada dari bulan sebelumnya. 

Kemudian BKUD akan dikirim kembali ke ladger Gaji. Bendahara Sekretariat akan 

mengecek kembali data yang dikonfirmasi oleh BKUD. Jika data sudah benar, bendahara 

Sekretariat akan mengirimkan slip pembayaran. SPM berisi jumlah, yang meliputi jumlah 

upah dan pajak yang harus dibayar. Penyampaian SPM juga memuat data antara lain nama 

Bendahara Sekretariat DPRD yang menyampaikan pengajuan, nama dan nomor rekening 

Sekretariat DPRD Kabupaten Pesawaran. 

 Pemotongan dan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap 

Setelah Bendahara Sekretariat mengirimkan SPM, Badan Keuangan Daerah akan 

mengirimkan jumlah yang diusulkan. Uang tersebut dikirim ke rekening Sekretariat 

DPRD Kabupaten Pesawaran. Langkah selanjutnya adalah memotong pajak 

penghasilan untuk pegawai tetap. Pemotongan pajak merupakan kegiatan yang 

mengurangi kewajiban pajak dari total pembayaran yang dilakukan. Pengurangan ini 

mengurangi pendapatan penerima. Pajak dibayarkan di Bank Pembangunan Daerah. 

Pembayaran dilakukan di BPD karena sudah masuk dalam daftar gaji Sekretariat 

DPRD Kabupaten Pesawaran. Alur yang dilakukan bendahara membayar pajak 

adalah sebagai berikut: 

a) Buat Kode Billing 

Membuat kode billing dapat dilakukan pada layanan Mandiri di KPP atau 
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KP2KP, customer service /teller bank tertentu, kiring pajak, internet banking 

tertentu dan aplikasi atau bisa melalui https://sse3.pajak.go.id. Data-data yang 

diperlukan antara lain NPWP penyetor pajak, kode jenis setoran, kode jenis 

pajak, jumlah pajak yang akan disetorkan, massa dan tahun pajak. 

b) Bayar Billing 

Kode billing pajak dibayarkan/disetorkan ke rekening kas negara bisa melalui 

internet banking, mobile banking, ATM, EDC, atau bisa juga dilakukan 

melalui loket / pos. Sekretariat DPRD sendiri melakukan pembayaran melaui 

BPD Provinsi Lampung. Dari pembayaran tersebut bendaharawan akan  

mendapatkan bukti bayar. 

 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap (SPT Masa) 

Tidak hanya itu, bendahara sekretariat berhak mengumumkan pajak pegawai yang 

dibayarkan setiap bulan setelah pembayaran. Laporan ini disampaikan sebagai 

bukti pemerintah negara bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Pesawaran selaku 

pemberi kerja telah melakukan pemotongan pajak penghasilan bagi pegawainya. 

Pelaporan pajak dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak dan batas waktu pelaporan 

SPT pada tanggal 20 bulan berikutnya. SPT Masa adalah surat yang digunakan 

untuk melengkapi dokumen pelaporan pajak bulanan. Bendahara yang menangani 

laporan ini tidak melakukan laporan ini secara rutin. Hal ini dikarenakan 

Bendahara Penggajian yang sudah mendekati masa pensiun, ditambah dengan 

banyaknya tugas yang harus dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten 

Pesawaran. Tugas-tugas yang harus dilakukan, seperti pengajuan dana, pembuatan 

SPJ, dan lainnya. Akibatnya, banyak karyawan yang bekerja di luar pembagian 
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kerja. Termasuk Bendahara Sekretariat yang menangani pemungutan dan 

pelaporan pajak. Sehingga tugas utamanya dikesampingkan. Bendahara lalai yang 

seharusnya melaporkan pajak ke kantor pajak. Bendahara Sekretariat pada 

akhirnya dikenakan sanksi administrasi berupa denda bulanan sebesar Rp 50.000,- 

atau berdasarkan jumlah SPT Masa yang tidak dilaporkan. 

 Pembuatan SPJ dan Pengarsipan 

Pembuatan SPJ dilakukan sebagai bukti bahwa Bendaharawan telah melakukan 

pemungutan pajak para pegawainya. SPJ dibuat setiap bulan setelah melakukan 

penggajian dan pemotongan pajak. SPJ ini memuat bukti-bukti perpajakan dan 

pelaporan pegawai seperti buku besar penggajian, tagihan, bukti pembayaran, dan 

lainya. SPJ ini akan diarsipkan agar dokumen penting ini dapat terpelihara dan 

terorganisir dengan baik. Jadi jika suatu saat dibutuhkan dokumen ini dapat 

ditemukan dengan cepat dan tepat. Namun di Sekretariat DPRD belum 

mengarsipkan dokumen tersebut dengan baik. Bukti- buktinya masih tercampur 

dengan periode pembayaran lain. 

 Pembuatan Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 21 

Pihak yang dipotong atau dipungut pajak berhak atas sertifikat pemotongan yang 

dikeluarkan oleh bendahara. Setelah perhitungan dan pembayaran dilakukan, 

bendahara perlu memberikan bukti pemotongan. Surat Bukti Pemotongan Pajak PPh 

21, yaitu dokumen yang diperoleh sebagai bukti bahwa pajak yang terutang telah 

dipotong. Bukti pemotongan pajak dapat digunakan untuk memantau pajak yang 

telah dipotong dan dibayar oleh pihak lain atau pemberi kerja. Lampirkan bukti 

pemotongan PPh 21 pada saat melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 
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Penghasilan (SPT) 21 untuk memeriksa kebenaran jumlah pajak yang dibayar oleh 

wajib pajak atau yang dipotong oleh perusahaan/lembaga. Bendahara yang memotong 

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dari gaji pegawai harus menerbitkan Formulir 

1721-A2 bagi pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Instansi/Lembaga 

dapat memperoleh formulir pemotongan pajak 1721 A1 dari situs web DJP online. 

Surat keterangan pemotongan diterbitkan oleh pemberi kerja atau bendahara 

Sekretariat DPRD Kabupaten Pesawaran dan diberikan kepada pegawai tetap 

sebelum masa SPT berakhir. Misalnya, bukti pemotongan pajak penghasilan Bagian 

21 Formulir 1721 A2 biasanya diberikan pada minggu keempat bulan Desember atau 

paling lambat bulan Januari tahun berikutnya ketika penghasilan diterima untuk 

periode Januari sampai Desember. Bukti pemotongan tersebut akan diserahkan 

kepada pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Pesawaran untuk dilaporkan secara 

elektronik. Wajib lapor walaupun PPh nol. 

 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh Pegawai Tetap (SPT Tahunan) 

Sebagai wajib pajak berstatus pegawai, pajak penghasilannya dipotong dari gaji 

bulanannya oleh instansi. Pegawai hanya perlu melapor setiap tahun. Surat 

Pemberitahuan atau SPT adalah dokumen tertulis dalam bentuk yang digunakan oleh 

Wajib Pajak (WP) setiap kali melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak (baik 

kena pajak maupun tidak) berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Pegawai 

diwajibkan untuk mengajukan SPT tahunan pribadi setiap tahun yang menunjukkan 

bahwa penghasilan mereka telah dipotong dan dibayarkan oleh pemberi kerja atau 

agen mereka. Surat keterangan pemotongan diperoleh dari Bendahara Sekretariat 
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DPRD Kabupaten Pesawaran. Selain itu, SPT Tahunan Pribadi ini diperlukan sebagai 

bukti bahwa instansi pemerintah telah menyetorkan PPh 21 yang dipotong tersebut ke 

kas negara. Laporan SPT tahunan diselesaikan secara online melalui pengarsipan 

elektronik. E-Filing adalah sistem pelaporan pajak (SPT tahunan) secara online. Jika 

sebelumnya wajib pajak melapor ke KPP setiap tahun dan mengisi formulir SPT 

tahunan, kini dengan e-filing pegawai tidak perlu lagi datang ke kantor pajak. Untuk 

melengkapi aplikasi elektronik ini, diperlukan EFIN (Electronic Application 

Identification Number). EFIN adalah nomor pengenal yang diterbitkan oleh 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bagi wajib pajak yang melakukan transaksi 

elektronik atau SPT elektronik. EFIN digunakan sebagai otentikasi, sehingga setiap 

transaksi elektronik atau pengajuan SPT elektronik dapat dienkripsi untuk menjamin 

kerahasiaan. Setelah pendaftaran akun EFIN berhasil, wajib pajak hanya perlu login 

ke laman DJP online (djponline.pajak.go.id) dan mengisi SPT. Sesuai dengan 

ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, perubahan ketiga atas Undang-

undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, 

mengatur tentang sanksi keterlambatan atau tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh 

Sebagai berikut: Wajib Pajak yang tidak mematuhi peraturan perpajakan, seperti 

menunda penyetoran ke kas negara, atau bahkan melaporkan SPT Tahunan PPh 21 

akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp100.000,00. Sekretariat DPRD 

Kabupaten Pesawaran belum memiliki Standard Operating Product (SOP) yang 

mengatur mekanisme perpajakan dan pelaporan. Keberadaan SOP ini sangat penting 

bagi suatu organisasi karena merupakan salah satu pedoman dalam melakukan 

pekerjaan. Jika pegawai melakukan kesalahan dalam tidak mengikuti prosedur, 
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peringatan atau teguran dapat diberikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 

10. Pasal 7 dan Pasal 8 Nomor 94 Tahun 2021 tentang Tindakan Disiplin Pegawai 

Negeri Sipil. Dengan demikian tidak terjadi kesalahan terus menerus dan karyawan 

dapat bekerja secara profesional. Oleh karena itu, penulis mencoba memberikan 

contoh SOP pemungutan dan pelaporan PPh Pasal 21 bagi pegawai Sekretariat DPRD 

Kabupaten Pesawaran sebagai acuan sebagai berikut: 

 

 

 

Tabel 4. 2 Referensi SOP Pemungutan dan Pelaporan PPh 21 Pegawai Tetap 

 

 

 

 

      
 

SEKRETARIAT 

DPRD 
KABUPATEN PESAWARAN 

 

Jl. Raya Kedondong, Desa 
Way Layap. 

Kec. Gedong Tataan 
 Kabupaten Pesawaran 

Lampung 

Nama SOP 
Pemungutan dan Pelaporan Pajak 
Penghasilan Pasal 21 

Nomor SOP 00/01/02/2023 

Tanggal 
Pembuatan 

20 Januari 2023 

Tanggal Revisi - 

Tanggal Efektif - 

 

 

 

 
Disahkan oleh 

Sekretariat DPRD 

Kabupaten Pesawaran 

 

 

 

 

 
Nama 

NIP 
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Tabel 4. 3 Dasar Hukum SOP Pemungutan dan Pelaporan PPh 21 Pegawai 

Tetap 

DESKRIPSI DASAR HUKUM 

 

Standard Operating Procedure (SOP) 

ini menguraikan bagaimana tata cara dan 

proses pemungutan dan pelaporan pajak 

penghasilan pasal 21 untuk pegawai 

tetap Sekretariat DPRD Kabupaten 

Pesawaran 

 

1. UU No. 6 tahun 1983 sebagaimana 

telah diubah dengan UU No.16 Tahun 

2009 tentang Ketentuan Umum Dan 

Tata Cara Perpajakan 

2. PP Nomor 80 Tahun 2010 tentang 

Tarif Pemotongan dan Pengenaan 

PPh 21 

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara 

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 

bagi Pejabat Negara, PNS, dsb. 

4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak  

KUALIFIKASI 
PELAKSANAAN 

 

1. PNS, jujur, teliti, tanggung jawab 

2. Berlatar belakang pendidikan D3/S1 

Akuntansi 

3. Selalu mengikuti perkembangan 
peraturan  perpajakan 

nomor PER-16/PJ/2016 tentang 

Pedoman Teknis Tata Cara 

Pemotongan, Penyetoran, dan 

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal  21 

 

5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak 

Nomor PER-17/PJ/2021 Tentang 

Bentuk dan Tata Cara Pembuatan 

Bukti Pemotongan/ Pemungutan 

 
 

PERALATAN 
PERLENGKAPAN 

PIHAK YANG TERKAIT 
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1. Perangkat Komputer 

2. Peraturan Perundang- 

undangan Perpajakan 

3. Formulir Perpajakan seperti : Surat 

Pemberitahuan (SPT), Bukti 

Potong, Billing Pajak, Ledger 

Gaji, dan lainnya. 

4. Koneksi internet untuk 

mengakses informasi 

perpajakan 

5. Alat Komunikasi dan Alat Tulis 

Kantor 

 

1. Bendahara Penggajian 

2. Bendahara Pengeluaran 

3. Kepala Sekretariat DPRD 

4. Pegawai Tetap 

DOKUMEN YANG 
DIHASILKAN 

PERINGATAN 

 

1. SPJ 

2. Bukti Potong 
3. SPT Masa 
4. Kode Billing 
5. Bukti Pembayaran 

 

1. Perlu ketelitian, kecermatan dan 

menguasai peraturan dalam 

memungut dan melaporkan pajak 

2. Untuk menghindari sanksi 

perpajakan hendaknya pajak 

dipungut dan dilaporkan tepat 

waktu 
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Gambar 4. 2 Flowchart Pemotongan dan Pemungutan PPh 21 Pegawai Tetap 

Sumber: Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 
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4.2.1 Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21 

Berikut ini beberapa perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas 

pegawai tetap yang dilakukan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Pesawaran. 

 

Tabel 4. 4 Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 

Nama A  

Status Kawin K/1  

Penghasilan Bruto   

Gaji Pokok  61.263.600 

Tunjangan PPh  9.362.902 

Tunjangan Lainnya  11.633.764 

THR, Bonus, Grativikasi  19.839.810 

Jumlah Penghasilan Bruto  102.100.076 

Pengurangan   

Biaya Jabatan (5% x Jumlah 

Penghasilan Bruto) 

(6.000.000)  

Iuran (2.038.000)  

Jumlah Penghasilan Netto 

(1 Tahun) 

 94.062.076 

Penghasilan Kena Pajak 

(PTKP) 

 (63.000.000) 

Penghasilan Kena Pajak (PKP)  31.062.076 

PKP dibulatkan  31.062.000 

Pajak Penghasilan Pasal 21 

Terhutang 

  

5% x 31.062.000 (1.553.100)  

PPh harus dipotong 

(1 Bulan) 

 129.425 
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Tabel 4. 5 Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 

Nama B  

Status Kawin K/2  

Penghasilan Bruto   

Gaji Pokok  56.982.000 

Tunjangan PPh  7.354.720 

Tunjangan Lainnya  9.601.176 

THR, Bonus, Grativikasi  18.126.060 

Jumlah Penghasilan Bruto  92.063.956 

Pengurangan   

Biaya Jabatan (5% x Jumlah 

Penghasilan Bruto) 

(6.000.000)  

Iuran (1.837.135)  

Jumlah Penghasilan Netto 

(1 Tahun) 

 84.226.821 

Penghasilan Kena Pajak 

(PTKP) 

 (67.500.000) 

Penghasilan Kena Pajak (PKP)  16.726.821 

PKP dibulatkan  16.726.800 

Pajak Penghasilan Pasal 21 

Terhutang 

  

5% x 16.726.800 (836.340)  

PPh harus dipotong 

(1 Bulan) 

 69.695 

 

Kedua tabel diatas merupakan cara perhitungan dan pemotongan yang dilakukan oleh 

Sekretariat DPRD Kabupaten Pesawaran. Berikut ini adalah tabel perbandingan 

perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap menurut Sekretariat DPRD 

Kabupaten Pesawaran dan menurut Undang-Undang. 
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Tabel 4. 6 Perbandingan Perhitungan dan Pemotongan PPh 21 atas Pegawai 

Tetap Menurut Sekretariat dan UU 

No 

Jabatan/ 

Status 

PTKP 

Uraian 
Menurut 

Sekretariat 

Menurut 

Undang-

Undang 

Keterangan 

1 
A 

K/1 

Jumlah 

Penghasilan Bruto 
102.100.076 102.100.076 

Sesuai dengan 

Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 

2008 dan 

Peraturan 

Direktur Jenderal 

Pajak No. 

PER16/PJ/2016 

Pengurangan :   

Biaya Jabatan 

(5%) 
(6.000.000) (6.000.000) 

Iuran (2.038.000) (2.038.000) 

Jumlah 

Penghasilan Netto 
94.062.076 94.062.076 

Penghasilan Tidak 

Kena Pajak 

(PTKP) 

63.000.000 63.000.000 

Penghasilan Kena 

Pajak (PKP) 

dibulatkan 

31.062.000 31.062.000 

PPh 21 Terutang   

5% x 31.062.000 (1.553.100) (1.553.100) 

PPh Harus 

dipotong 
1.553.100 1.553.100 

2 
B 

K/2 

Jumlah 

Penghasilan Bruto 
92.063.956 92.063.956 

Sesuai dengan 

Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 

2008 dan 

Peraturan 

Direktur Jenderal 

Pajak No. 

PER16/PJ/2016 

Pengurangan :   

Biaya Jabatan 

(5%) 
(6.000.000) (6.000.000) 

Iuran (1.837.135) (1.837.135) 

Jumlah 

Penghasilan Netto 
84.226.821 84.226.821 

Penghasilan Tidak 

Kena Pajak 

(PTKP) 

67.500.000 67.500.000 

Penghasilan Kena 

Pajak (PKP) 

dibulatkan 

16.726.800 16.726.800 

PPh 21 Terutang   

5% x 16.726.800 (836.340) (836.340) 

PPh Harus 

dipotong 
836.340 836.340 
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4.2.2 Kesesuaian Peraturan mengenai Pemungutan dan Pelaporan PPh  21 

Berdasarkan mekanisme perpajakan yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD 

Kabupaten Pesawaran telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 

yang dilakukan bendaharawan. Pajak penghasilan  21 adalah pembayaran pajak atas 

penghasilan yang diterima dari pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh 

wajib pajak orang pribadi (WPOP). Wajib Pajak yang bersangkutan adalah orang 

yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). PPh Pasal 21 adalah cara 

membayar PPh atas penghasilan tahun berjalan  yang diterima atau diakumulasikan 

sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan  Wajib Pajak orang pribadi dalam 

negeri menurut Peraturan Direktur  Pajak No. 31/PJ/2012. tentang petunjuk teknis 

tentang cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan menurut 

Pasal 21 dan/atau pajak penghasilan menurut Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, 

jasa, dan kegiatan orang pribadi. Pegawai tetap Sekretariat DPRD terdaftar sebagai 

wajib pajak yang wajib membayar pajak atas penghasilan yang diterimanya. Pajak 

penghasilan pegawai tetap Sekretariat DPRD dibayarkan melalui bendahara 

Sekretariat. Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 7 Tahun 1983, sebagaimana 

diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, pasal 21, ayat 1 b. 

Secara umum bendahara Sekretariat DPRD telah memenuhi kewajibannya untuk 

mengurangi pajak penghasilan yang dipungut dari pegawainya. Penghitungan pajak 

berpedoman pada peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat 

Jenderal Pajak. Penerbitan pajak oleh Bendahara Sekretariat DPRD melalui bank 

yaitu BPD Lampung dan deklarasi pajak di KP2KP.   
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 KESIMPULAN 

Dari bab-bab yang membahas tentang mekanisme pemungutan dan pelaporan PPh 

Pasal 21 pegawai tetap Sekretariat DPRD Kabupaten Pesawaran dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Mekanisme pemungutan dan pelaporan PPh 21 dimulai dengan pengecekan 

data, penghitungan pajak, pengiriman data pajak, pembayaran pajak, pelaporan 

pajak, pembuatan SPJ dan pemberkasan. Bendahara kemudian membuat slip 

pemotongan pajak yang digunakan pegawainya untuk melaporkan SPT 

tahunan. Pegawai tetap Sekretariat DPRD Kabupaten Pesawaran sudah patuh 

dikenakan pajak setiap bulan karena sudah dipotong PPh 21 oleh bendahara. 

2. Sekretariat DPRD Kabupaten Pesawaran memotong pajak atas penghasilan 

pegawai tetap sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Nomor 36 

Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak 

No. PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, 

Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak 

Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang 

Pribadi. 
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5.2 SARAN 

Berdasarkan pembahasan di atas dan penelitian tentang pemungutan dan pelaporan 

PPh 21 bagi pegawai tetap Sekretariat DPRD Kabupaten Pesawaran selama PKL, 

penulis memberikan beberapa saran dan pendapat untuk Sekretariat DPRD 

Kabupaten Pesawaran, antara lain sebagai berikut: 

1. Sekretariat DPRD Kabupaten Pesawaran dapat membuat SOP untuk 

menjelaskan   mekanisme atau proses pemungutan pajak. Jika terjadi 

kesalahan, pelaksana dapat diingatkan atau diperingatkan untuk menghindari 

kesalahan berulang. 

2. Bendaharawan harus menjaga sikap profesional dalam bekerja, yaitu 

mendahulukan pekerjaan utamanya. 

3. SPT pajak pegawai tetap harus diajukan untuk menunjukkan bahwa Sekretariat 

DPRD sebagai pemberi kerja telah menerapkan pemotongan pajak bagi 

pegawainya. Bendahara juga harus mengarsipkan bukti-bukti yang berkaitan 

dengan perpajakan dengan baik, jangan disamakan dengan perpajakan periode 

atau tahun lalu, sehingga mudah ditemukan saat mencarinya. 

4. Pegawai tetap Sekretariat wajib melaporkan SPT Tahunan. Laporan SPT 

Tahunan penting sebagai bukti data pajak yang disetor pada tahun pajak, 

pegawai di Sekretariat DPRD Pesawaran khususnya bendahara juga saling 

mengingatkan untuk melaporkan pajak agar terhindar dari sanksi/denda. 

5. Pegawai yang belum terbiasa dengan pelaporan pajak secara elektronik dapat 

mengecek informasi terkait melalui website DJP, bertanya kepada rekan yang 

sudah pernah menyampaikan SPT, atau bahkan ke kantor pajak terdekat. 
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